PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa
Tengah Nomor : 180/016909 tanggal 28 Oktober 2015
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Kendal dan
untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh pemerintah desa, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi
sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  Dalam
Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



10.

11.

12.

13.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1367);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E
No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 52 Seri E No. 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 52 TAHUN 2015



TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA KABUPATEN KENDAL.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2015 Nomor 52 Seri E No. 47), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Kepala Desa dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) TPK,
dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan,
ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

(2) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan
paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah
sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(3) Susunan keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 34

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa yang
diajukan oleh TPK, Pelaksana Kegiatan mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa.

b. Dalam pengajuan SPP, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:

1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di
ajukan oleh pelaksana kegiatan;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBDesa yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

3) menguji ketersedian dana untuk kegiatan
dimaksud; dan

4) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

c. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris
Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala
Desa menyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembayaran.



d. Setiap pengeluaran pengadaan barang/jasa atas beban
APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah; dan

e. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf d harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk
keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. BUPATI KENDAL,
Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 3 SERI E NO.3



